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Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melibatkan banyak lembaga penegak hukum dengan
berbagai kewenangan yang dimiliki, namun dalam prosesnya masih juga timbul persoal an-persoalan serius.
Persoalan tersebut banyak berkaitan dengan kewenangan mengadili yang melekat pada hakim, seringkali
hakim menjatuhkan putusan pemidanaan dengan pertimbangan yang tidak relevan dengan fakta-fakta yang
muncul di persidangan, terutama ketika hakim memasukan dasar atau alasan peringan pidana terhadap
terdakwa sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan. Dikeluarkannya peraturan Mahkamah Agung nomor 1
tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan terutama berkaitan dengan Pasal 2 dan 3 undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi. Pedoman pemidanaan tersebut memiliki peran penting dalam hal
untuk meminimalisir kesalahan para hakim sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara tindak
pidana korupsi khsususnya Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi.

...... Law enforcement against corruption involves many law enforcement agencies with various authorities,
but in the process serious problems still arise. These problems relate to the judicial authority inherent in
judges, the judge often imposes sentencing decisions with considerations that are irrelevant to the facts that
appear in court, especially when they include the basis or reason for mitigating the punishment of the
defendant before passing a sentencing decision. The issuance of Supreme Court regulation number 1 of
2020 concerning sentencing guidelinesis mainly related to Articles 2 and 3 of law Number 31 of 1999 as
amended by law Number 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption. These
sentencing guidelines have an important role in terms of minimizing the mistakes of judges before handing
down sentencing decisions in corruption cases, especially Article 2 and Article 3 of the corruption law.
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